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ABSTRAKSI 

 

Nama   : Sultan Surya Akhsana Surachman 

Nim   : 201910110311407 

Judul   : Analisis Yuridis Penguasaan Tanah Oleh Masyarakat  

     Di Atas Tanah Pekarangan Desa Adat Baha ( Studi  

     Kasus Putusan 1063/Pdt.G/2019/PN.Dps) 

Pembimbing   : Prof. Dr. Fifik Wiryani SH.MH.,M.Si., M.Hum 

     Isdian Anggraeny S.H.,Mkn 

 

 Dalam Putusan Pengadilan Nomor. 1063/Pdt.G/2019/PN.Dps. Tujuan 

gugatan Penggugat adalah mengenai penyerahan tanah sengketa yang menurut 

Penggugat adalah peninggalan yang berhak diwarisi oleh Penggugat sebagai ahli 

waris, namun dikuasai secara tanpa alas hak yang sah oleh Tergugat dengan 

mendasarkan pada surat-surat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat yaitu 

melakukan proses perubahan bukti kepemilikan menjadi tanah PKD Desa Adat 

Baha tanpa pernah melibatkan Penggugat Penulis dalam menyusun skripsi ini akan 

menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yang dalam pengkajiannya 

mengacu pada norma-norma dan kaidah-kaidah hukum berupa peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, teori-teori dan doktrin hukum, yurisprudensi 

dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. 

Dalam pertimbangannya Hakim mengembalikan tanah yang disengketakan 

menjadi milik dari desa adat Baha, karena penggugat tidak memiliki cukup bukti 

yang kuat atas kepemilikan tanah itu sendiri, berdasarkan awig-awig desa adat 

Baha. Hukum Adat merupakan sebuah hukum kebiasaan berarti hukum tersebut di 

dalamnya memiliki aturan yang dibuat berdasarkan tingkah laku masyarakat 

berkembang sehingga menjadi sebuah hukum yang ditaati oleh masyarakat 

setempat. dalam menentukan kepemilikan tanah pekarangan desa yaitu Penggugat 

sebagai pihak yang mengajukan kepemilikan tanah tidak memiliki bukti kuat 

tentang Surat Kepemilikan Hak atas Tanah sehingga tidak dapat menguatkan posisi 

sebagai Subjek Hukum yang dapat menerima hak atas tanah. Tanah Pekarangan 

Desa adat Baha dilihat dari kacamata Hukum Agraria Nasional diakui secara 

eksklusif dalam UUPA Pasal 3, Pasal 5. 

Kata Kunci : Tanah, Sengketa, Adat, Pekarangan Desa 
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ABSTRACT 

 

Name  : Sultan Surya Akhsana Surachman 

Nim  : 201910110311407 

Title   : Juridical Analysis of Land Ownership by the Community on  

    Village Yard Land in Baha Traditional Village (Case Study of  

    Decision No.1063/Pdt.G/2019/PN.Dps) 

Adviser : Prof. Dr. Fifik Wiryani SH.MH.,M.Si., M.Hum  

     Isdian Anggraeny S.H.,Mkn 

  

 In Court Decision Number. 1063/Pdt.G/2019/PN.Dps. The aim of the 

Plaintiff's lawsuit is regarding the handover of the disputed land which according 

to the Plaintiff is a legacy which the Plaintiff has the right to inherit as an heir, but 

which is controlled without legal rights by the Defendant based on letters issued by 

the Co-Defendant, namely carrying out the process of changing proof of ownership 

to Baha Traditional Village PKD land without ever involving the Plaintiff. In 

preparing this thesis, the author will use a normative juridical type of research, 

which in its study refers to legal norms and rules in the form of applicable laws and 

regulations, legal theories and doctrine, jurisprudence and other library materials 

related to the research topic. In his consideration the Judge returned the disputed 

land to the ownership of the Baha traditional village, because the plaintiff did not 

have sufficient strong evidence of ownership of the land itself, based on the awig-

awig of the Baha traditional village. Customary law is a customary law, meaning 

that the law contains rules that are made based on the behavior of the developing 

community so that it becomes a law that is obeyed by the local community. in 

determining ownership of village yard land, namely the Plaintiff as the party 

applying for land ownership does not have strong evidence regarding the 

Certificate of Ownership of Land Rights so that it cannot strengthen its position as 

a Legal Subject who can receive land rights. Baha'i traditional village yard land 

seen from the perspective of National Agrarian Law is recognized exclusively in 

UUPA Article 3, Article 5. 

Keywords: Land, Dispute, Customary, Village Yard 
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Sang Penguasa Semesta Alam dan Pemilik segala ilmu, Segala Puji Syukur atas 

Kehendak-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul 

“ANALISIS YURIDIS PENGUASAAN TANAH OLEH MASYARAKAT DI 

ATAS TANAH PEKARANGAN DESA ADAT BAHA ( STUDI KASUS 
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muslim karena berkat ikhtiarnya hingga kini penulis dapat merasakan indahnya 

iman dan taqwa.  

 Dengan segala keterbatasan, Penulis sadar bahwa skripsi dapat diselesaikan 

oleh tidak terlepas dari doa, usaha, dan dukungan beberapa pihak. Dalam penulisan 

Skripsi banyak melalui beberapa fase yang dimana setiap rangkaian perjalanan 

penulisan skripsi ini mempunyai hikmahnya masing-masing. 

  Maka dari itu penulis terus berusaha meski dengan tempo yang cukup lama 

tapi akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan ikhtiar penulis, yang tentunya 

diikuti dengan doa dan motivasi kedua orang tua yang selalu menemani dari awal 

sampai akhir penulisan skripsi. Atas nama cinta dan kasih anak kepada orang tuanya 
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penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda Ishaq Rahman 

dan Ibunda Masni, yang mengantarkan penulis melihat dunia dan selalu 

mengajarkan bahwa ;  

Semangat anak muda, sejuta tempat menanti mu karena pintu masa depan menuju 

sukses ditentukan oleh kerja keras dan semangat,Sukses itu Kita Yang berjuang 

keberhasilan Allah Yang Meridho’i” 

 Tak lupa pula penghargaan dan ucapan terimakasih setinggi-tingginya 

penulis ucapkan kepada ibu Prof. Dr. Fifik Wiryani SH.MH.,M.Si., M.Hum 

selaku pembimbing utama penulis dalam menyelesaikan tugas akhir serta dosen 

Pengajar untuk saya. Serta penghargaan dan ucapan terimakasih yang tak terhingga 

kepada ibu Isdian Anggraeny S.H.,Mkn selaku pembimbing penulis dalam 

menyelesaikan tugas akhir ini selain itu beliau juga orang yang banyak memberikan 

bimbingan, membantu saya dalam menemukan judul Skripsi, menerima saya untuk 

melakukan bimbingan setiap hari. 

 Selanjutnya, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak- pihak 
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